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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil 

Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 

1987.Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang 

dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah 

diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik 

atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman 

transliterasi itu adalah sebagai berikut. 

1. Konsonan 

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan 

dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian 

lagidilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin. 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif - tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ث

 Sa ṡ S dengan titik di atas ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ H dengan titik di bawah ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż Z dengan titik di atas ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es dengan titik di bawah ص
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 Dad ḍ de dengan titik di bawah ض

 Ta ṭ te dengan titik di bawah ط

 Za ẓ zet dengan titik di bawah ظ

 Ain ‟ koma terbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ` Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

2. Vokal 

Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal panjang 

 ā = أ  a = أ

 ī = إي ai = أ ي i = أ

 ū = أو au = أو u = أ

 

3. Ta Marbutah 

Ta marbutah hidup dilambangakan dengan /t/ 

Contoh : 

 ditulis  mar’atun jamīlah       مر أة جميلت

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/ 

Contoh :  

 ditulis  fātimah             فا طمت
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4. Syaddad (tasydid, geminasi) 

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf 

yang diberi tanda syaddad tersebut. 

Contoh: 

بنار   ditulis   rabbanā 

برال                  ditulis  al-birr 

5. Kata sandang (artikel) 

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

Contoh: 

 ditulis  asy-syamsu  الشمس

 ditulis  ar-rojulu  الر جل

 ditulis  as-sayyidah  السيد ة

Kata sandang yang diikuti oleh “hruuf qomariyah” ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang 

mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. 

Contoh: 

  ditulis  al-qamar  القمر

 ‟ditulis  al-badi  البد يع

 ditulis  al-jalāl  الجلا ل

6. Huruf Hamzah 

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, 

jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah 

itu ditransliterasikan dengan apostrof / `/. 

Contoh:  

 ditulis   umirtu  أ مرث

 ditulis  syai’un  شيء
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ABSTRAK 

 

Mokhamad Mukhibudin. 2021. Penghalang Perkawinan Non Syariat (Studi 

Kasus Perkawinan Ormas Lembaga Dakawah Islam Indonesia (LDII) Di 

Dukuh Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang). Skripsi 

Fakultas/Jurusan: Syari’ah/S1 Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Dahrul Muftadin, M.H.I. 

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui praktik perkawinan anggota 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Dukuh Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan 

Kecamatan Batang Kabupaten Batang dan analisis hukum tentang penghalang 

perkawinan menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia. penelitian yang 

dilakukan di Dukuh Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang 

Kabupaten Batang di latar belakangi tentang aturan Lembaga Dakwah Islam 

Indonesia tentang perkawinan yang di luar ketetapan hukum perkawinan yang 

berlaku. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif-empiris dan 

merupakan jenis penelitian kualitatif (field research). 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data dan sumber data yang 

digunakan yaitu data primer dan sekunder. Tehnik analisis data yang digunakan 

yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. 

Penelitian ini hanya akan memaparkan situasi atau peristiwa, sehingga peneliti 

tidak perlu  mencari atau menjelaskan hubungan, serta tidak menguji hipotesis.  

Berdasarkan data-data yang diperoleh melalui proses wawancara dengan 

Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Dukuh 

Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, 

didapatkan hasil bahwa praktik perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam 

Indonesia di Dukuh Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang 

Kabupaten Batang. Jamaah LDII diharuskan menikah dengan sesama jamaah 

LDII sebagai bentuk kesetaraan keyakinan atau kafaah yang ditetapkan oleh 

ormas LDII dengan menerapkan sistem perjodohan melalui LDII dan Hukum 

penghalang perkawinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia tidak sesuai dengan 

penghalang perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, karena di 

dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur tentang larangan atau halangan 

menikah dengan seseorang yang memiliki keyakinan atau latarbelakang ormas 

yang berbeda. 

Kata Kunci: Penghalang Perkawinan, LDII. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah salah satu ketentuan Allah SWT sebagai jalan bagi 

manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya sekaligus merupakan 

ibadah. Oleh karena itu, perkawinan merupakan suatu ritual sakral yang 

bernilai ibadah, sebagai wujud ketaatan hamba terhadap Allah SWT.
1
 

Pernikahan adalah ikrar janji (akad) yang ditetapkan oleh agama Islam untuk 

menghalalkan seorang lelaki memanfaatkan serta menggauli istri dari semula 

yang diharamkan.  

Diterangkan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum islam bahwa 

pernikahan dalam hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan 

ghalidhan untuk memtaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

ibadah Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan dan membangun rumah 

tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah.
 2

 Hal ini telah 

ditegaskan dalam kandungan surat. Al-Rum: 21.
3
 

Islam telah mengajarkan bahwa keluarga adalah instruen penting 

dalam kehidupan umat yang harus dijaga dan dilestarikan. Hukum 

perkawinan diatur sedemikian rupa dalam syariat Islam yang menjadi dasar 

                                                           
1
DjamanNur, FikihMunakahat, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm 3. 

2
 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 

hlm. 24-27. 
3
 Departemen  Agama,  Al-Qur’an  dan  Terjemahnya,  (Jakarta:  Dirjen  Bimbingan 

Masyarakat Islam, 2007),  hlm. 572.  
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untuk melaksanakan perkawinan, dengan menetapkan rukun dan syarat  yang 

harus dipenuhi dan dijadikan dasar bagi sahnya perkawinan.
4
 

Perkawinan  yang akan dilangsungkan harus terbebas dari hal-hal 

yang dilarang serta hal-hal yang menghalangi perkawinan tersebut. Islam 

melarang perkawinan antar pemeluk agama, islam melarang seorang laki-laki 

menikahi perempuan yang termasuk dalam mahram muabbad dan mahram 

gairu muabbad.
5
  

  Indonesia bukan merupakan negara islam, tetapi Indonesia dikenal dengan 

negara yang kental akan keislamannya, bahkan di Indonesia terdapat berbagai 

macam aliran organisasi islam. Salah satu organisasi yang cukup populer 

adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau biasa dikenal LDII. Lembaga 

Dakwah Islam Indonesia adalah salah suatu aliran besar organisasi islam yang 

selama ini sudah beberapa kali berganti nama karena dilarang oleh 

pemerintah. LDII didirikan pertama kali kurang lebih pada tahun 1995 oleh 

KH Nur Hasan Ubaidillah Lubis. pada awal didirikan organisasi ini bernama 

Darul Hadist.  

  Setiap organisasi masyarakat keislaman memiliki ajaran atau 

peraturan masing-masing, baik terkait dengan peraturan umum dalam 

keorganisasian, ke-umat-an ataupun peraturan/ketentuan dalam melaksakan 

peribadatan khususnya pernikahan, begitupula dengan Lembaga Dakwah 

Islam Indonesia (LDII). LDII dikenal memiliki beberapa peraturan yang 

                                                           
4
As-SayyidSabiq, Fqih as-sunnah, alihbahasaMoh. Thalib, cet. Ke-14, jilidke-IV, 

(Bandung : al Ma’aarif, 1997) hlm 78 
5
Amir Syarifuddin, Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana,2009), hlm. 109-110 
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sedikit berbeda dengan kebanyakan organisasi keislaman di Indonesia. Salah 

satunya peraturan atau ketentuan mengenai pernikahan.  

Lembaga Dakwah Islam Indonesia memeiliki aturan tersendiri untuk 

mengatur pernikahan anggotanya. Misalnya larangan untuk menikah dengan 

anggota dari organisasi masyarakat keislaman lain di Indonesia. Peraturan 

tersebut jelas sangat berbeda dengan peraturan atau ketentuan organisasi 

keislaman lainya karena  di syariat islam tidak ada ketentuan yang mengatur 

hal tersebut. Dengan kata lain, peraturan itu bukan bagian dari syariat islam. 

Larangan perniakahan di dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia 

juga tidak sejalan dengan aturan hukum perkawinan di Indonesia, yang diatur 

dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 

tentang perkawinan, karena di dalam aturan atau hukum positif yang 

mengatur tentang perkawinan, khususnya Kompilasi Hukum Islam tidak 

menyebutkan atau menjelaskan bahwa perbedaan pandangan atau keyakinan 

dalam berorganisasi menjadi penghalang seseorang untuk menikah. 

Kompilasi Hukum Islam bab perkawinan terdapat setidaknya terdapat 

6 pasal yang mengatur tentang larangan atau penghalang pernikahan. Pasal 

tersebut adalah pasal 39 yang melarang seseorang melangsungkan pernikahan 

karena ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan, pasal 40 

seseorang dilarang melangsungkan pernikahan karena keadaan tertentu 

seperti wanita masih memiliki ikatan pernikahan dengan laki-laki lain, wanita 

sedang dalam masa idah, dan wanita tidak beragama islam pada pasal 41 

larang pernikahan dapat terjadi ketika seorang laki-laki ingin memadu wanita 



 

 

 

4 

 

yang memiliki hubungan pertalian nasab dengan istri sahnya, pasal 42 

melarang seorang laki-laki menikahi lebih dari 4 orang istri pasal 43 berkaitan 

dengan istri yang telah ditalak tiga atau telah dili’an dan pasal 44 berkaitan 

dengan larangan wanita muslim menikahi laki-laki non-muslim.
6
 

  Perbedaan pandangan dalam hal memnentukan pasangan dan juga 

kriteria pasangan hidup dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang 

sekaligus menajdi penghalang pernikahan bagi anggota Lembaga Dakwah 

Islam Indonesia untuk menikah, jika terjadi ketidak sesuaian  dengan aturan 

pernikahan yang telah ditentukan  dalam organisasi keislaman Lembaga 

Dakwah Islam Indonesia, dan hal tersebut menjadi pokok permaalahan dalam 

penelitian ini. Salah satu daerah yang terdapat banyak anggota LDII adalah 

Kabupaten Batang. Pada penelitian ini, penulis ingin berfokus mengkaji kasus 

pernikahan pada organisasi masyarakat LDII di Dukuh Kedungmiri 

Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana hukum penghalang perkawinan non syariat bagi anggota 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam perspektif Kompilasi Hukum 

Islam? 

2. Bagaimana hukum penghalang perkawinan Lembaga Dakwah Islam 

Indonesia persepektif Kompilasi Hukum Islam? 

                                                           
6
 Kompilasi Hukum Islam, Bab VI tentang Larangan Kawin, pasal 39-43 
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C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menggali hukum penghalang perkawinan non syariat bagi anggota 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam perspektif Kompilasi Hukum 

Islam. 

2. Untuk menganalisis dan penghalang perkawinan Lembaga Dakwah Islam 

Indonesia persepektif Kompilasi Hukum Islam. 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis 

maupun praktis, diantaranya kegunaan penelitian secara praktis dan teoritis 

adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis  

Penulis berharap bahwa hasil penelitian akan berguna untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan intelektual bagi 

kaum akademis dan khalayak umum, serta memberikan konstribusi 

pemikiran sebagai bahan pelengkap bagi penelitian berikutnya, terutama 

penelitian tentang penghalang perkawinan non syariah terutama yang 

berhubungan dengan ormas Lembaga Dahwah Islam Indonesia. 

2. Secara Praktis 

 Secara praktis penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi Peneliti, Sebagai sarana pemberian bekal pengalaman untuk 

mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam membantu dan 
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memahami problematika yang ada dalam masyarakat serta sebagai 

tambahan tambahan ilmu pengetahuan. 

b. Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagai 

masyarakat sebagai pengetahuan mengenai perlunya pemahaman 

terhadap rukun, syarat dan larangan-larangan atau penghalang dalam 

perkawinan. 

c. Bagi Lembaga, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan 

sebagai kerangka acuan untuk melakukan penyuluhan. 

E. Penelitian Yang Relevan 

Untuk menyusun penelitian ini, tentunya peneliti terlebih dahulu 

mencari penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan 

penelitian ini. Banyak penelitian terdahulu yang membahas masalah 

perkawinan serta penghalangnya menurut syariah maupun non syariah seperti 

budaya ataupun adat istiadat. Namun belum ada yang membandingkan 

penghalang perkawinan syariah dengan penghalang perkawinan dalam suatu 

ormas khususnya LDII. Beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan 

dengan penelitian ini yaitu: 

Penelitian oleh Indra (2018), yang berjudul “The Existence of 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) And Response of Muslims 

Community inrMedan.”  yang menguji tentang eksistensi LDII dan respon 

dari komunitas muslim di Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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organisasi LDII di medan masih menerapkan kepercayaan dan paradigma 

lama yaitu menjadi organisasi yang tertutup.
7
 

Hasil penelitan juga menunjukkan bahwa masyarakat sekitar masih 

memiliki pandangan yang negatif terhadap LDII dan menganggap sebagai 

organisasi yang tidak sesuai dengan syariat Islam serta tidak memiliki 

hubungan yang baik dengan organisasi ke-Islaman lainnya. Penelitaian 

ini2berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penelitian ini 

menyebutkan LDII sebagai organisasinya bukan LDII secara personal 

anggotanya. Disamping itu perbedaan lainnya yaitu  peneliti lebih 

menyebutkan aspek terhalangnya perkawinan. 

Sarifudin Zuhri 2018 yang berjudul “Proses Perjodohan dan Kriteria 

Kafa’ah Dalam Perkawinan Anggota LDII Desa Madaeng Kecamatan Waru 

Kabupaten Sidoarjo” telah menguji konsep pernikahan yang sekufu. 

penelitian tentang proses perjodohan dan kriteria kafa’ah dalam perkawinan 

anggota LDII Desa Madaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo 

menemukan bahwa bahwa kriteria yang digunakan dalam proses perjodohan 

jamaah LDII lebih mengutamakan berasal dari kelompok atau jamaah LDII 

itu sendiri. Pada dasarnya dalam hukum Islam hal tersebut diperbolehkan atau 

tidak sampai pada taraf yang diharamkan. Selain itu, bagi jamaah LDII 

sendiri hal tersebut lebih banyak membawa manfaat bagi kelompok mereka.  

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses perjodohan masih 

berjalan dengan baik dan tidak keluar dari syariat Islam. Penelitian ini 

                                                           
7
 Indra, The Existence of Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII) And Response of 

Muslims Community inrMedan, (Medan: Global Journal of Arts, Humanitites and Social Scienses, 

vol 6, No 8, 2018), hlm 41. 
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berbeda dengan penelitian penulis yang menyebutkan semua aspek 

penghalang perkawinan, sebab-sebab terhalangnya perkawinan dan adanya  

perbandingan atau komparasi antara penghalang perkawinan LDII dengan 

hukum islam.
8
 

Jauhar Ashfihani, FakultasHUshuluddin, InstitutKAgama Islam 

Negeri7Walisongo Semarang (2008) yang berjudul “Kehidupan Sosial 

Keagamaan Anggota LDII di Desa Cokroyasan Kecamatan Ngombol 

Kabupaten Purworejo”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 

1. LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) merupakan lembaga keislaman 

sekaligus sebagai organisasi kemasyarakatan yang berpedoman pada al-

Qur’an dan Hadis. Tujuan utama munculnya LDII adalah ingin 

mengembalikan ajaran Islam sesuai al-Qur’an dan Hadis. Mereka 

menganggap Islam di Indonesia sekarang ini telah bercampur dengan 

kebudayaan nenek moyang. 

2. Kehidupan Sosial Keagamaan anggota LDII di Desa Cokroyasan 

Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo dalam hal pernikahan, 

silaturahim dan sholat berjama’ah pada dasarnya aturannya sama yaitu 

berdasarkan al-Qur’an dan Hadis hanya saja dalam pelaksanaannya ada 

beberapa hal yang berbeda. 

Perbedaan penelitain beliau dengan peneliti adalah penelitian beliau 

sifatnya lebih general membahas tentang kehidupan sosial anggota LDII tidak 

hanya aspek pernikahanya saja. Tapi segala hal kehidupan sosial 
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 Sarifudin Zuhri, Proses Perjodohan dan Kriteria Kafa’ah Dalam Perkawinan Anggota 

LDII Desa Madaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, (Al-Hukama’: The indonesia Journal 

of Islamic Family Law, 2018), hlm 53,54. 
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keagamaanya. Sedang disini penulis fokus terhadap perkawinan anggota LDII 

lebih spesifik pada penghalang perkawinan.
9
 

Agus Hermanto (2017) yang berjudul “Larangan Perkawinan 

Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Peraturan Hukum Perkawinan di 

Indonesia” jurnal penelitian ini mengkaji tentang larangan perkawinan 

dengan serspektif fikih, dalam kajian ini didapatkan hasil bahwa dari larangan 

perkawinan dalam fikih serta relevansinya dengan peraturan hukum 

perkawinan di Indonesia, bahwa tidak semua perempuan dapat dinikahi, 

tetapi syarat perempuan yang boleh dinikahi hendaknya bukan orang yang 

haram bagi laki-laki yang akan mengawininya. 

Larangan perkawinan mencakup halangan abadi (ta’bíd), yaitu tidak 

dapat dinikahi selamanya, dikarenakan nasab, perkawinan dan persusuan. 

Larangan sementara (gairu ta’bíd) adalah orang yang haram dikawin untuk 

masa tertentu, seperti halangan bilangan, mengumpulkan, kehambaan, kafir, 

ihrám, iddah, perceraian tiga kali dan peristrian. Pada prinsipnya peraturan 

hukum perkawinan di Indonesia, baik UU No 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan maupun KHI merupakan legeslasi hukum Islam.  

Pada prinsipnya, seluruh pasal dalam peraturan hukum perkawinan di 

Indonesia yang menyangkut tentang larangan perkawinan, releven dengan apa 

yang diutarakan dalam fikih, namun terdapat larangan perkawinan yang tidak 

terlegeslasikan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, seperti 

larangan perkawinan dengan hamba, sedangkan pasal yang kontroversial, 
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 Jauhar Ashfihani, Kehidupan Sosial Keagamaan Anggota LDII di Desa Cokroyasan 

Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo. 2008). 
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yaitu pasal 40 huruf c KHI dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang 

laki-laki muslim dilarang melakukan perkawinan dengan wanita yang tidak 

beragama Islam, sebagaimana dalam fikih, yaitu mereka yang tidak beragama 

Islam, dalam arti musyrik, penganut Majusi, Nasrani, Yahudi dan Ahli 

kitab.
10

 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis adalah dalam penelitian 

tersebut peneliti membahas tentang larangan dalam pernikahan secara fikih 

dalam pandangan umum, sedangankan penulis fokus terhadap perkawinan 

anggota LDII lebih spesifik pada penghalang perkawinan dalam pandangan 

LDII.  

F. Kerangka teori 

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan 

selalu membutuhkan orang lain dalam menjalani hidupnya. Allah SWT 

menciptakan manusia untuk saling mengenal. Pernikahan adalah salah satu 

wujud sifat sosial dari manusia untuk berkumpul dan membentuk sebuah 

keluarga serta memperoleh keturunan demi menjaga eksistensinya di bumi. 

Perkawinan adalah suatu ikatan suci antara manusia dengan manusia dan 

antara manusia dengan tuhannya. Perkawinan menjadi pemenuhan akan 

kebutuhan seks dan kasih sayang secara sah dan halal. 

Menurut bahasa, perkawinan berasal dari kata “kawin” yag memiliki 

arti membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersetubuh atau melakukan 

hubungan kelamin. Perkawinan juga lazim disebut dengan “pernikahan” yang 
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 Agus Hermanto, Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan 
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berasal dari kata “nikah”. Nikah memiliki arti mengumpulkan, saling 

memasukkan, dan bersetubuh. 

Diterangkan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum islam bahwa pernikahan 

dalam hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan 

untuk memtaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, 

dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2019 tentang Perkawinan, dirumuskan pengertian perkawinan, perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami 

isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan 

dan membangun rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa 

rahmah.
 11

 Hal ini telah ditegaskan dalam kandungan surat. Al-Rum: 21.
12

 

جًا لِّتَسْكُنُو ۦٓوَمِنْ ءَايََٰتِهِ  نْ أنَفُسِكُمْ أزَْوََٰ وَدَّةً وَرَحَْْةً  ٓ  آٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّ نَكُم مَّ هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ  ٓ  إلِيَ ْ

رُونَ  لِكَ لَءَايََٰتٍ لِّقَوْمٍ يَ تَ فَكَّ  إِنَّ فِِ ذََٰ

 

 

Artinya:  

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-

tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-rum: 21)
13
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hlm. 24-27. 
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 Departemen  Agama,  Al-Qur’an  dan  Terjemahnya,  (Jakarta:  Dirjen  Bimbingan 
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Larangan pernikahan merupakan hal-hal yang dapat menghalangi 

seseorang untuk menikahi orang lain. larangan dalam perkawinan ialah 

larangan untuk kawin antara seorang pria dengan seorang wanita, sedangkan 

menurut syarâ’, larangan tersebut dibagi dua, yaitu halangan abadi (haram 

ta’bîd)  dan halangan sementara (haram gairu ta’bîd). Wanita yang terlarang 

untuk dikawini itu disebut mahram. Diantara larangan-larangan ada yang 

telah disepakati dan ada yang masih diperselisihkan.
14

 

Dasar larangan atau penghalang pernikahan tidak hanya diatur oleh 

hukum agama dalam fikih, akan tetapi dalam ketentuan hukum perkawinan di 

Indonesia juga mengatur hal tersebut, yakni di dalam Kompilasi Hukum 

Islam. Di dalam Kompilasi hukum Islam larangan perkawinan atau 

penghalang perkawinan dijelaskan dalam Bab VI tentang larangan 

perkawinan yakni pasal-pasal sebagai berikut: 

1. Pasal 39, Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan 

seorang wanita disebabkan: 

a. Karena pertalian nasab:  

1) dengan seorang wanita yangmelahirkan atau yang menurunkannya 

atau keturunannya. 

2) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu. 

3) dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. 

b. Karena pertalian kerabat semenda:  

1) engan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya. 
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2) dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya. 

3) dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali 

putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al 

dukhul. 

4) dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya. 

c. Karena pertalian sesusuan:  

1) dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke 

atas. 

2) dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus 

ke bawah. 

3) dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan 

ke bawah. 

4) dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke 

atas.  

5) dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.  

2. Pasal 40, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria denagn 

seorang wanita karena keadaan tertentu. 

a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan 

pria lain. 

b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. 

c. seorang wanita yang tidak beragama islam.  

3. Pasal 41, 
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a.  Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seoarang wanita yang 

mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya. 

1) saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya. 

2) wanita dengan bibinya atau kemenakannya. 

b. Larangan tersebut pada ayat (a) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya 

telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah.  

4. Pasal 42, seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan 

seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang 

isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih 

dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih 

terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i.  

5. Pasal 43 

a. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria: 

1) dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali. 

2) dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an. 

b.  Larangan tersebut pada huruf (a) ayat (1) gugur, kalau bekas isteri tadi 

telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus 

ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnya.  

6. Pasal 44 Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan 

dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.
15
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G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah strategi umum yang di dalam pengumpulan 

dan analisis data yang diperlukan guna menjawab persoalan-persoalan yang 

dihadapi.
16

 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). 

Penelitian ini menggunakan data-data yang diperoleh dari studi lapangan 

dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan berbagai informasi 

dan data yang ditemukan di lapangan melalui studi kasus dan survei.
17

 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Penelitian ini hanya akan memaparkan situasi atau peristiwa, 

sehingga peneliti tidak perlu  mencari atau menjelaskan hubungan, serta 

tidak menguji hipotesis. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 

dilakukan untuk membangun teori dari suatu data, dimana desain dari 

metode kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan berkembang dalam proses 

penelitian. Analisa data yang digunakan penulis adalah deskriptif berupa 

data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
18

 

2. Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu data primer 

dan data sekunder.  

a. Sumber data primer 
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18

 Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosda, Cet Ke17, 2002), 
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Menurut Narr Heryanto dan M. Akib, sumber data primer adalah 

sumber data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti.
19

 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber pertama tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan.
20

 

Sumber data primer dari penelitian ini adalah berupa hasil observasi 

dan wawancara langsung dengan narasumber yakni ketua Lembaga 

Dakwah Islam Indonesia (LDII) Dukuh Kedungmiri Kelurahan 

Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, penguruh harian dan 

beberapa anggota LDII yang dipilih secara acak. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber 

pendukung untuk memperjelas sumber data primer berupa data 

kepustakaan yang berkorelasi dengan pembahasan subjek.
21

 Sumber 

data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen seperti buku-

buku pustaka, jurnal penelitian dan literatur yang berhubungan dengan 

penelitian untuk menunjang sumber data primer. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan pekerjaan peneliti yang tidak dapat 

dihindari dalam kegiatan penelitian. Hubungan kerja antara peneliti atau 

kelompok peneliti dengan subjek penelitian hanya berlaku untuk 

                                                           
19
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pengumpulan data dengan melalui kegiatan atau teknik pengumpulan data 

melalui teknik observasi partisipan, wawancara yang mendalam dengan 

informan atau subjek penelitian, pengumpulan dokumen dengan 

melakukan penelaahan terhadap berbagai referensi-referensi yang memang 

relevan dengan fokus penelitian.  

a. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan sebuah teknik 

pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan 

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, 

kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.
22

 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini diantaranya yaitu 

mengunjungi kantor kesekertariatan Lembaga Dakwah Islam Indonesia 

(LDII) Dukuh Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang 

Kabupaten Batang. 

b. Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini adalah bebas terpimpin, yaitu 

peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan berdasarkan pedoman 

interview yang telah disiapkan secara lengkap dan cermat, dengan 

suasana tidak formal dalam wawancara jenis ini lebih harmonis dan 

tidak kaku. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan ketua 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Dukuh Kedungmiri 
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Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, penguruh 

harian dan beberapa anggota LDII yang dipilih secara acak. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variable yang berupa catatan, transkip, agenda-agenda, dokumen-

dokumen, berkas-berkas dan sebagainya.
23

 

4. Teknik Analisis Data  

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa 

melakukan kajian atau penelaahan terhadap hasil pengolahan data dan 

dibantu dengan teori-teori yang telah dihadapkan sebelumnya. Analisis 

data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber.
24

 Analisis data penelitian ini akan 

disampaikan  dengan dua sub-bab yakni: Praktik perkawinan anggota 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Dukuh Kedungmiri Kelurahan 

Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, dan perbandingan 

penghalang perkawinan antara Lembaga Dakwah Islam Indonesia dengan 

Kompilasi Hukum Islam. Yang terdiri atas beberapa tahap yaitu: 

a. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan beberapa data dengan metode 

pengambilan data dan sumber yang telah ditentukan baik melalui 

wawancara, observasi, dokumentasi, dan beberapa literasi yang 

berhububungan dengan penelitian ini. 
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b. Reduksi data, yaitu penyeragaman dan penggabungan berbagai macam 

data dari penelitian ini menjadi bentuk analisis guna memperjelas, 

meringkas, memfokuskan, membuang hal yang tidak penting dan 

mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan 

c. Model data (data display), yaitu tahapan yang berisi mengenai 

pengelolaan data penelitian setengah jadi yang sudah seragam serta 

mempunyai alur yang jelas. 

Penarikan kesimpulan, yaitu kesimpulan yang menjawab dari 

pertanyaan peneliti yang diajukan.
25

 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk dapat dipahami urutan dan berfikir dari tulisan ini, maka skripsi 

disusun dalam lima bab. Setiap bab merefleksikan muatan isi yang satu sama 

lain melengkapi. Untuk itu, disusun sistematika sedemikian rupa sehingga 

dapat tergambar kemana arah dan tujuan dari tulisan ini. Penelitian ini diawali 

dengan halaman judul, halaman pernyataan, nota pembimbing, halaman 

persembahan, motto peneliti, abstra penelitian, kata pengantar, serta daftar isi. 

Guna memperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka penulis 

menguraikan secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, diuraikan mengenai pendahuluan yang memuat 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 
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Bab II Penghalang Perkawinan, pertama tentang pernikahan yang 

meliputi: pengertian, dasar hukum, syarat serta rukun kedua tentang 

penghalang dalam perkawinan: pengertian, macam-macam penghalang 

perkawinan dalam fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang 

tentang perkawinan. 

Bab III Hukum Perkawinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia, 

meliputi: profil Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Dukuh Kedungmiri 

Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, praktik 

perkawinan dan penghalang perkawinan menurut Lembaga Dakwah Islam 

Indonesia di Dukuh Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang 

Kabupaten Batang. 

Bab IV Analisis tentang praktik perkawinan anggota Lembaga 

Dakwah Islam Indonesia di Dukuh Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan 

Kecamatan Batang Kabupaten Batang, dan analisis hukum tentang 

penghalang perkawinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia persepektif 

Kompilasi Hukum Islam. 

Bab V Penutup, yang berisi simpulan dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengahalang perkawinan non 

syariat (studi kasus perkawinan ormas Lembaga Dakwah Islam Indonesia 

(LDII) di di Dukuh Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang 

Kabupaten Batang), dapat dimabil simpulan sebagai berikut: 

1. Praktik perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Dukuh 

Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang. 

Jamaah LDII diharuskan menikah dengan sesama jamaah LDII sebagai 

bentuk kesetaraan keyakinan atau kafaah yang ditetapkan oleh ormas LDII 

dengan menerapkan sistem perjodohan melalui LDII. Pernikahan 

dilakukan dengan dua kali akad nikah, yakni: 

a. Akad dilakukan dan disaksikan pengrus LDII setempat, dengan rukun 

dan syarat pernikahan pada umunya, sebagai bentuk keabsahan 

pernikahan menurut LDII. 

b. Akad dilakukan di KUA sebagai bentuk administrasi negara, untuk 

memperoleh pengakuan hukum.    

2. Hukum penghalang perkawinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia tidak 

sesuai dengan penghalang perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi 

Hukum Islam, karena di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur 

tentang larangan atau halangan menikah dengan seseorang yang memiliki 

keyakinan atau latarbelakang ormas yang berbeda.   
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B. Saran-saran 

Setelah melakukan penelitian tentang pengahalang perkawinan non 

syariat (studi kasus perkawinan ormas Lembaga Dakwah Islam Indonesia 

(LDII) di di Dukuh Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang 

Kabupaten Batang), dengan itu peneliti memberikan saran-saran, diantaranya: 

1. Untuk masyarakat 

Disarankan bagi masyarakat terutama jamaah Lembaga Dakwah 

Islam Indonesia untuk lebih memahami dan mengerti aturan dalam fiqh 

tentang perkawinan dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia tentang 

perkawinan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan rasa salin 

memiliki antar umat berbangsa. 

Disarankan juga bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk memiliki 

rasa toleransi dan saling menghormati keanekaragaman adat dan budaya 

yang ada di Indonesia khususnya adat dan budaya tentang perkawinan 

yang ada di Indonesia. 

2. Untuk lembaga 

Merekomendasikan bagi pemerintahan terutama untuk lembaga-

lembaga pemerintahan yang terkait dengan urusan agama khususnya 

urusan perkawinan, untuk melakukan kajian lebih dalam mengenai 

penghalang perkawinan yang ada dimasyarakat khususnya tentang 

penghalang perkawinan non syariat.  
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